






LAMPIRAN  

KEPUTUSAN CAMAT LAWA KABUPATEN MUNA BARAT 

NOMOR :      TAHUN 2023 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PADA SEKRETARIAT KECAMATAN LAWA KABUPATEN MUNA BARAT  

 

1. Standar Pelayanan Pengantar Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 

Desa/Kelurahan, Foto Copy Kartu Keluarga 

Keterangan : 

Jika Pembaharuan, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) asli disertakan 

Jika Kartu Tanda Penduduk (KTP)  hilang membawa surat 

kehilangan dari Kepolisian 

2 
Sistem Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah 

ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas 

Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh Kepala 

Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian ditandatangani 

oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku 

register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 

yang telah disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  

Saran dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke bagian 

Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan 

santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait 

standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;  

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik melalui 

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu 

dalam keadaan yang dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk pelayanan 

dipantau langsung oleh Kepala Seksi, Sekretaris Camat, 

dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, 

cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan serta 

cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 

diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan sekali, 

terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 6 bulan 

sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan 

pelayanan. 

 

 

 

 

 



2. Standar Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga (KK)  

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/ Blangko Kartu Keluarga dari Desa/ 

Kelurahan Foto Copy Dokumen pendukung, Surat 

Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat 

pindah dating 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/ Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat 

Lawa bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 



4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

3. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

4. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

6. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 6 

bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Standar Pelayanan Keterangan Domisili 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko dari Desa/Kelurahan 

Foto Copy Dokumen pendukung, Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, Akte Kelahiran, 

Surat pindah dating 

2 
Sistem Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang 

telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh Kepala 

Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian ditandatangani 

oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku 

register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Domisili yang telah disahkan oleh 

Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa bertanda 

tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  

Saran dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke bagian 

Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 



5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan 

santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan 

terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik melalui 

rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu 

dalam keadaan yang dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk pelayanan 

dipantau langsung oleh Kepala Seksi, Sekretaris Camat, 

dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, 

cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan serta 

cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 

diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 6 

bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Standar Pelayanan Pengantar Akte Kelahiran 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko dari Desa/Kelurahan 

Foto Copy Dokumen pendukung, Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat  

Nikah 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Akte Kelahiran yang telah disahkan 

oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa 

bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 



4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 6 

bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Standar Pelayanan Pengantar Izin Usaha 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Izin Usaha dari Dinas 

Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro, Foto Copy Kartu Keluarga 

(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon / Kuasa 

2 
Sistem Mekanisme dan 

Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Izin Usaha yang telah disahkan 

oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa 

bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 



5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 6 

bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Standar Pelayanan Pengantar Pengajuan Kredit Ke Bank 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Pengajuan Kredit 

Foto Copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) Pemohon / Kuasa Foto Copy Surat Jaminan 

Sertifikat Hak Milik (SHM). 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Pengajuan Kredit ke Bank yang 

telah disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 



4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 

6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Standar Pelayanan Keterangan Ahli Waris 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Keterangan/Blangko Ahli Waris dari Desa/ 

Kelurahan, Foto Copy data pendukung : Kartu 

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Surat/akta Kemattian, Surat Nikah, Akte Kelahiran 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/ 

Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Ahli Waris yang telah disahkan 

oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa 

bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 



4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 

6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) dari Desa/Kelurahan 

Foto Copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) Pemohon 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/ 

Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) yang telah disahkan oleh 

Kepala Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa 

bertanda tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  



3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 

6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Standar Pelayanan  Keterangan Tidak Mampu 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan 

Foto Copy Data Pendukung : Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 



4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 

6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Standar Pelayanan  Rekomendasi Dana Desa 

      

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Rekomendasi Dana Desa 

dari Desa  

Data Pendukung : Laporan Pertanggungjawaban 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan 

(Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Rekomendasi Dana Desa yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 96 tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan 



Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan 

efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan 

rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang 

dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

rutin 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 



11.  Standar Pelayanan Keterangan Wajib Pajak 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Wajib Pajak dari Desa/ 

Kelurahan, Foto Copy Data Pendukung : 

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

Surata Keputusan (SK)/ Keterangan Kerja dari 

Instasi / 

perusahaan  tempat kerja. 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/ 

Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Keterangan Wajib Pajak yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 96 tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 



Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan 

efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan 

rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang 

dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

rutin 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 



12. Standar Pelayanan  Pengantar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 

Foto Copy Data Pendukung : Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan 

(Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Peengantar Badan Penyenggaran Jaminan 

Sosial (BPJS) yang telah disahkan oleh Kepala 

Seksi, Sekretaris atau Camat Lawa bertanda 

tangan dan cap Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 96 tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 



8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan 

efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan 

rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang 

dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

rutin 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 



13. Standar Pelayanan Pengantar Akta Kematian 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Pengantar Kematian dari 

Desa/Kelurahan, Foto Copy Data Pendukung : 

Keterangan Kematian ,Kartu Keluarga Almarhum/ah, 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/ah, 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh 

Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Akta Kematian yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 96 tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 

Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  



3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda tangan 

serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin 

6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Standar Pelayanan Pengantar Pindah Penduduk 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Pindah Penduduk dari 

Desa/Kelurahan 

Surat Ket. Pindah dari daerah asal, Kartu Keluarga 

Asli, kartu tanda penduduk (KTP), Foto Kopy surat 

nikah bagi yang berstatus Kawin. 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris/ 

Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Pengantar Pindah Penduduk yang telah 

disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris atau 

Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran dan 

Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 96 tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan 



Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan 

efisien; 

5. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 1. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan 

rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang 

dianggap penting; 

2. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

rutin 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 

 

 

 

 



15. Standar Pelayanan Keterangan Akta Jual Beli Tanah 

 

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) 

NO 
KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 

Surat Pengantar/Blangko Akta Jual Beli Tanah dari 

Desa/Kelurahan Kwitansi Jual Beli, Foto Copy 

Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Penjual Dan Pembeli, Bukti Pembayar, Pajak Bumi  

Dan Bangunan (PBB), Foto Copy Kartu Keluarga/ 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Penjual dan 

Pembeli. 

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan 

yang telah ditentukan; 

2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi 

oleh Petugas Pelayanan Umum;  

3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum;  

4. Berkas yang telah diverifikasi kemudian 

ditandatangani oleh pimpinan 

(Sekretaris/Camat); 

5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam 

buku register; 

6. Dokumen diserahkan kepada pemohon; 

7. Pemohon mengisi SKM (Survei Kepuasan 

Masyarakat) 

3 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit 

4 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis 

5 Produk Layanan  Surat Keterangan Akta Jual Beli Tanah yang 

telah disahkan oleh Kepala Seksi, Sekretaris 

atau Camat Lawa bertanda tangan dan cap 

Kecamatan. 

6 Penanganan Pengaduan,  Saran 

dan Masukan 

- Pengaduan Non Elektronik : Datang langsung ke 

bagian Pelayanan Kecamatan 

- Pengaduan Elektronik : SP4N Lapor 

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) 

7 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 96 tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 



Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

8. Sarana Prasarana/ fasilitas 1. Kotak saran/pengaduan;  

2. Ruang khusus;  

3. Petugas khusus; 

4. Ruang Tunggu; 

5. Air minum/makanan ringan;  

6. Wifi (wireless networking); 

7. Toilet; 

8. Tempat Parkir; 

9. Kompetensi Pelaksana 6. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, 

sopan dan santun; 

7. Menguasai Standar Operasional Prosedur 

8. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan; 

9. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan 

efisien; 

10. Mampu mengoperasikan komputer. 

10. Pengawasan Internal 3. Camat melakukan pengawasan secara periodik 

melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat 

sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap 

penting; 

4. Pengawasan Internal proses maupun produk 

pelayanan dipantau langsung oleh Kepala Seksi, 

Sekretaris Camat, dan Camat. 

11. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang (Petugas Pelayanan Umum , Kepala 

Seksi, Sekretaris Camat/Camat) 

12. Jaminan Pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, 

teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan 

santun. 

13. Jaminan Keamanan Dan 

Keselamatan 

1. Produk Layanan di bubuhi paraf dan tanda 

tangan serta cap basah, sehingga dijamin 

keasliannya;  

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 

sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 3. Rapat koordinasi internal rutin dilakukan sebulan 

sekali, terkait pelaksanaan pelayanan; dan 

4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

rutin 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan pelayanan. 
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